Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 06 Juni 1979, agama
Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (TKW),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dusun Pluntu, Rt.003 Rw.008 Desa
Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten
Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Moch. Tohirin, S.H.l., Advokat yang berkantor di Dusun
Kaligede Rt.009 Rw.001 Desa Pilanggede, Kecamatan
Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Oktober 1973,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun Pluntu, Rt.003
Rw.008, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo,

Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor

119/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta
Nikah Nomor : 507/01/1/1996, tertanggal 31 Desember 1995;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
Berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pluntu RT.003 RW.008 Desa
Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang,
telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
perempuan yang bernama : Desi Indah Kristinawati, umur + 26 tahun,
tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan
sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan
pertengkaran;

b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah, sehingga sejak
2012 Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi Asisten Rumah
Tangga ke Singapura (TKW) dan pada Tahun itu pula Tergugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat di Dusun Pluntu RT.003 RW.008 Desa
Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, akibat
kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga terjadi
perpisahan selama + 10 tahun;
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c. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk
menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun
tidak berhasil;

d. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa,Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Bojonegoro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( Tergugat ) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim
telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat ternyata telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa
khusus yang dibuat pihak Pengghugat, telah memenuhi unsur formil dam
materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di
persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-
hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
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gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musri Lestari, dengan NIK
3522224606790002, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ,Kabupaten Bojonegoro, bermeterai
cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 507/01/1/1996, tertanggal 31
Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-

masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Dusun Kalangan, RT.002, RW.001, Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah
dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun
kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga untuk setiap harinya, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan
untuk menjadi TKI di Singapura;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat

tinggal selama kurang lebih 10 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi

sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal
di Dusun Suryo, RT.001, RW.004, Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timu, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah

dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun
kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga untuk setiap harinya, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan
untuk menjadi TKI di Singapura;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 10 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi

sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan
keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan
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sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan
Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena
surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pengghugat, telah memenuhi unsur
formil dam materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum
Penggugat di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
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persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai
dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Madzhab
Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis
hakim sendiri, sebagai berikut:
e & Vet U o aebisiss

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah

dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa

kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka
pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap
harinya, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk menjadi TKI di
Singapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di
wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,
telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya,
sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk menjadi TKI di Singapura;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat
indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau
tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang
berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan
tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah
mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang
dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan
dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor : 119/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Disclaimer

perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisabh;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah
tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum
Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri,
sebagai berikut:

a) Kitab Fighus Sunnah Juz 1l halaman 291
Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu
bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga
mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan ”;

b) Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140:

lolalsloolgl lalg) ;9 2Mb 9> g 2 duiss
Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak
satu';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan
Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba 'in
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong

Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta
Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin
tanggal 16 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir
1444 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.
Hakim Anggota Il,
Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.
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Panitera Pengganti,
Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,- Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses Rp 75.000,- Panitera

PNBP Kuasa Rp 10.000,-

Panggilan Rp 350.000,- Pengadilan Agama Bojonegoro

PNBP Panggilan Rp 20.000,-
Redaksi Rp 10.000,-
Meterai Rp 10.000,-
Jumlah Rp 505.000,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus lima ribu rupiah)
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